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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Blk. 

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bulukumba  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang

diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  bertempat tinggal  di  KABUPATEN

BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

bertanggal  01 Februari  2018 terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bulukumba  dengan  register  Nomor  92/Pdt.G/2018/PA  Blk.  tanggal  01

Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah  pada  hari  Senin,  tanggal  05  September  1994,  di  Kelurahan

Tanah  lemo,  Kecamatan  Bontobahari,  Kabupaten  Bulukumba,

berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  92/03/IX/1994  tanggal  07

September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun di  kelurahan Tanah lemo,

Kecamatan  Bontobahari,  kabupaten  Bulukumba,  selama  3  tahun  dan

pindah  di  rumah  bersama  di  kelurahan  Tanah  lemo,  kecamatan

Bontobahari  Kabupaten  Bulukumba,  selama  20  tahun,  dam  telah  di

karuniai  dua orang anak bernama, Asrian Asnur,  umur 19 tahun, Atria

Asnur, umur 10 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan

Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula

berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Sepember tahun 2013, antara

Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran

yang  mengakibatkan  hubungan  Pemohon  dengan  Termohon  pada

akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa  perselisihan  antara  Pemohon  dan  Termohon  pada  intinya

disebabkan  karena Termohon  pergi  kerja  di  Kalimatan  tanpa

sepengetahuan  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mensyukuri  pemberian

Pemohon;

5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai

sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon

dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah

sedemikian  parahnya,  sehingga  dengan  cara  apapun,  Pemohon  dan

Termohon  tidak  mungkin  lagi  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  dan

solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;   

Berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Bulukumba;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  menurut  ketentuan

hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri

di  persidangan,  sedang Termohon  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mewakilkan

kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang

sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut  dan  resmi,  sedang

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim

tetap berusaha menasihati  Pemohon agar  bersabar  menunggu Termohon

untuk  kembali  tinggal  bersama,  namun  tidak  berhasil.  Maka  dimulailah

pemeriksaan  perkara  ini  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

oleh Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  92/03/IX/1994,  tanggal  07

September  1994,  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Bontobahari,  Kabupaten  Bulukumba,  bermeterai  cukup  dicocokkan

dengan  aslinya,  ternyata  cocok,  selanjutnya  oleh  Ketua  Majelis  diberi

kode P.

a. Saksi-saksi.

1. SAKSI  I,  saksi  merupakan  tante  pemohon,  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:
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- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun

dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua

orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena  Termohon pergi

kerja  di  Kalimantan  tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan

Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

kurang lebih dua bulan lamanya;

2.  SAKSI  II, saksi  merupakan  paman  pemohon,  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun

dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua

orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena  Termohon pergi

kerja  di  Kalimantan  tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan

Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

kurang lebih dua bulan lamanya;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Pemohon

membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada

dalil  permohonannya  serta  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  dan

mohon putusan;

Bahwa  untuk  ringkasnya,  maka  ditunjuklah  hal-hal  yang  tertuang

dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang,  bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil  secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula

menyuruh orang lain  datang menghadap sebagai  kuasanya, sedang tidak

hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat

diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka proses mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun dari

Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk

bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun

karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang

menggunakan  hukum  acara  khusus,  sehingga  Pemohon  tetap  dibebani

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  sebelum  membuktikan  dalil-dalil  permohonan

Pemohon  mengenai  alasan  perceraian,  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan

mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat P, serta 2  orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  terjadinya  peristiwa

perkawinan  Pemohon   dengan  Termohon,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  saksi  1  Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana   diatur  dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3

(tiga), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana   diatur  dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3

(tiga),  adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  dan  saksi-saksi   terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1.Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05

September 1994;

2.------Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi kerja di Kalimantan

tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mensyukuri

pemberian Pemohon.

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum  sebagai berikut:
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1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri

yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi kerja di Kalimantan

tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mensyukuri

pemberian Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

kurang lebih dua bulan lamanya;

           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  pecah

(Marriage breakdown), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya dan

telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta  dan  indikasi  perpecahan  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tersebut  di  atas,  majelis  meyakini

Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga

tersebut  akan  berakibat  fatal  dan  akan  semakin  membuat  Pemohon dan

Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera

akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu

sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

sayangnya,  maka cita  ideal  bagi  suatu  kehidupan rumah tangga tersebut

tidak  akan pernah menjadi  kenyataan   bahkan kehidupan perkawinan itu

akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua   belah pihak; 

Menimbang,  bahwa  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  membina

rumah  tangga  yang  bahagia  dan  harmonis  adalah  kemesraan  hubungan

sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan

sebagaimana yang tengah dihadapi oleh  Pemohon dan Termohon saat ini,

maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan

makna sebuah perkawinan; 
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Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah

gagal  mewujudkan  tujuan  perkawinan  sebagaimana  maksud  Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga

atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan

Pemohon  untuk  cerai  dengan  Termohon  telah  terbukti  dan  memenuhi

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, maka permohonan Pemohon

dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  setelah  dikabulkannya  permohonan Pemohon

tersebut,  maka oleh  karena  talak  itu  hak suami  dan  sesuai  pula  dengan

ketentuan  Pasal  70  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna

mengikrarkan  talaknya  Pemohon  terhadap  Termohon  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo masuk  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama  maka  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi  izin  kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu ra’ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Bulukumba;

4.  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 511.000,00

(lima sebelas ribu rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan   dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari  Rabu tanggal  14

Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal  26 Rabiulakhir 1439 H, oleh

kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mustamin, LC.

dan Wildana Arsyad, S.HI.M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

juga  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

tersebut,  dengan  dihadiri  oleh  hakim  Anggota  tersebut  di  atas  dan  Dra.

Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim anggota,  Ketua majelis,

ttd ttd

Mustamin, LC Muh. Amin T, S.Ag.,SH.       

ttd                               

Wildana Arsyad, S.HI.M.HI

Panitera Pengganti,                

    

                                                                         ttd

 Dra. Kurniati 

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp       30.000,00
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- Proses Rp

50.000,00

- Panggilan Rp     420.000,00

- Redaksi Rp

5.000,00

- Materai                                                             Rp  

6.000,00

Jumlah Rp     511.000,00

                            (lima ratus sebelas ribu rupiah);
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